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BUPATI TORAJA UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
NOMOR 24 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN NOMOR REKENING TABUNGAN DEPOSITO DAN REKENING
GIRO PADA BANK NEGARA INDONESIA, BANK DANAMON DAN

Menimbang

Mengingat

BANK RAKYAT INDONESIA CABANG RANTEPAO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

bahwa dalam rangka manajemen kas beresiko rendah
dan untuk meminimalisir terjadinya pengendapan
dan meningkatkan pendapatan daerah melalui rekening
Giro dan Deposito maka dipandang perlu untuk
menetapkan kembali Rekening Kas Daerah
pada Bank Nasional Indonesia (BNI), Bank Rakyat
Indonesia (BR]) dan Bank Danamon dengan Peraturan
Bupati Toraja Utara.

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang



10.

11.

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi
Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang



Menetapkan

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaén Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 310);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11
Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3);
Peraturan Dacrah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 61).

MEMUTUSKAN:

PENETAPAN NOMOR REKENING TABUNGAN DEPOSITO
DAN REKENING GIRO PADA BANK NEGARA INDONESIA,
BANK DANAMON DAN BANK RAKYAT INDONESIA
CABANG RANTEPAO.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan
tugas Pembantuan dengan prinsip seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik  Indonesia
Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang mempimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Toraja Utara.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Toraja Utara.

Otonomi Daerah adalah Hak, Wewenang dan Kewajiban
daerah Otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri
urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

Daerah otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah
kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-
batas wilayah yang berwenang mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan dan Kkepentingan
masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban
daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk
didalamnya segala  bentuk  kekayaan = yang
berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah
tersebut.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang
selanjutnya disingkat APBN adalah merupakan sebuah
daftar yang berisi tentang rencana semua penerimaan
dan juga pengeluaran Pemerintah dalam rangka
mencapai tujuan bersama.



10. Rekening Tabungan Deposito berjangka adalah
simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan
pada waktu tertentu menurut perjanjian antara
penyimpan dengan bank.

11. Rekening Giro adalah simpanan yang penarikannya
dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek
atau surat perintah pembayaran lain atau dengan
pemindahbukuan.

BAB II
PENETAPAN NOMOR REKENING

Pasal 2

Rekening Tabungan Deposito dan Rekening Giro

Pemerintah Daerah sebagai berikut:

a. Bank Negara Indonesia (BNI) dengan Nomor Rekening
0296985704;

b. Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan Nomor Rekening
0232-01-000277-30-5; dan

c. Bank Danamon dengan Nomor Rekening
003599427253.

Pasal 3

(1) Rekening Tabungan Deposito sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 tidak terikat jangka waktu penyimpanan
dalam 1 (satu) tahun berkenaan.

(2) Dana Tabungan Deposito sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat ditarik setiap saat sesuai
kebutuhan.

(3) Penarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disetor ke Kas Daerah pada Bank Sulselbar cabang
Rantepao.

(4) Penarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan dalam rangka kelancaran pembayaran
tagihan dari Pihak Ketiga atau Bendahara Pengeluaran
setiap Perangkat Daerah.

Pasal 4

(1) Pemberian Bunga atas Rekening Tabungan Deposito
disesuaikan dengan ketentuan Bunga Deposito yang
berlaku.

(2) Bunga Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
langsung dipindahbukukan setiap bulannya ke
Rekening Giro.



Rekening Giro.
(3) Bunga Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan keuntungan Pemerintah Daerah.

Pasal 5
Dana pada Rekening dipindahkan oleh Bank BNI, BRI dan

Bank Danamon Cabang Rantepao ke Kas Daerah pada
Bank Sulselbar Cabang Rantepao. ‘

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
Pengundangan Peraturan Bupati Toraja ini dengan
Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja

Utara.
BAB I
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja

Utara
Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 10 Juni 2019
7 %BUPATI ’FORAJA UTARA,
Diundangkan di Rantepao

pada tanggal 10 Juni 2019

BERITA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2019 NOMOR 2:



